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ABSTRAK

Penelitian ini untuk menganalisis Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/1/A/1975 dalam Putusan Mahkamah Agung
Nomor 179 K/TUN/2017. Surat Instruksi tersebut memberikan pembatasan hak
atas tanah bagi Warga Negara Indonesia keturunan Non Pribumi di Wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta. Akibatnya warga negara Indonesia keturunan Non Pribumi
tidak diperkenankan untuk mendapatkan hak milik atas tanah di Yogyakarta.
Pembatasan hak atas tanah terhadap warga negara Indonesia keturunan Non
Pribumi merupkan tindakan diskriminasi dan bertentangan dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria yang menjamin kepemilikan
hak atas tanah untuk dapat dimanfaatkan bagi setiap warga negara Indonesia secara
adil.

Kata Kunci: Surat Instruksi, Warga Negara Indonesia Non Pribumi, Hak Milik atas
Tanah.
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Putusan : Nomor 179 K/TUN/2017

Di Putuskan Oleh  : Mahkamah Agung Republik Indonesia

Masalah Hukum : Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga
Negara Indonesia Keturunan Non Pribumi di Daerah

Istimewa Yogyakarta.

BAB I
PENDAHULUAN

Tanah mempunyai peranan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan
dari kehidupan manusia sebab tanah merupakan kebutuhan hidup yang sangat
mendasar bagi setiap manusia. Dapat dikatakan bahwa tanah selalu berkaitan erat
dengan hampir semua kegiatan hidup manusia seperti bercocok tanam, kebutuhan
bertempat tinggal, maupun melaksanakan usaha seperti perdagangan, industri,
pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lain. Tanah mempunyai nilai
ekonomis bagi segala aspek kehidupan manusia dalam rangka menciptakan
kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat.! Seperti yang tercantum dalam Pasal
33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang
selanjuntnya akan disebut UUD 1945) yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Hal tersebut diatur dalam UUD 1945, karena tanah berfungsi sebagai tempat
warga masyarakat bertempat tinggal dan tanah juga memberikan penghidupan
baginya.? Dalam perkembangannya persaingan untuk memperoleh tanah dan
bangunan semakin tinggi, sehingga orang yang memiliki tanah dan bangunan akan
sedapat mungkin untuk mempertahankan hak milik atas tanahnya.

! Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum,
Cet.4, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994), him.3.

2 Soerjono Soekanto, ddk., Hukum Adat Indonesia, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001),
him.172.



Kepemilikan atas tanah dalan Negara Indonesia sebagaimana termaktub
dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok
Agraria (yang selanjutnya akan disebut UUPA) yang berbunyi:

“Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut bahwa UUPA menjamin setiap Warga Negara
Indonesia (yang selanjutnya disebut sebagai WNI) untuk dapat memperoleh hak
milik atas tanah secara adil. Hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh WNI,
sehingga bagi Warga Negara Asing (yang selanjutnya disebut WNA) tidak dapat
menguasai tanah di Indonesia dengan status hak milik. Apabila WNA memperoleh
tanah yang dikuasai dengan hak milik akibat percampuran harta atau menjadi ahli
waris, maka hak milik tersebut harus dilepaskan dalam jangka waktu 1 tahun sejak
diperolehnya hak tersebut. Apabila hal itu tidak dilaksanakan, maka hak milik atas
tanah tersebut menjadi hapus karena hukum dan tanahnya menjadi milik negara.
Dengan demikian selain menjaga agar tanah hak milik WNI tidak menjadi tanah
milik WNA, dengan status kepemilikan atas hak milik juga membantu WNI agar
dapat memanfaatkan tanah hak miliknya dalam jangka waktu yang tidak terbatas
sebagaimana sifat dari hak milik atas tanah. Hak milik adalah hak atas tanah yang
paling sempurna dibandingkan dengan hak-hak atas tanah lainnya seperti hak guna
usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lainnya, hal ini dikarenakan bahwa tidak
ada batas waktu yang ditetapkan mengenai hak milik.

Pada kenyataannya prinsip di atas berbeda dengan di Daerah Istimewa
Yogyakarta (yang selanjutnya akan disebut sebagai D1Y), hak milik atas tanah bagi
WNI dibatasi dengan munculnya Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY. Instruksi ini
membagi 2 (dua) golongan bagi WNI yaitu golongan Pribumi dan golongan Non-
Pribumi dan seakan-akan memberikan pembedaan atau diskriminasi bagi WNI
Non-Pribumi (seperti Cina, Arab, India atau Eropa) yang berada di DIY. Hal ini
menimbulkan akibat bagi WNI Non-Pribumi tidak dapat mempunyai Hak Milik
Atas Tanah.

3 Aschmad Ali Chomzah H., Hukum Pertanahan, (Prestasi Pustaka, Jakarta,2000), him.5.



Pembatasan kepemilikan hak milik atas tanah bagi WNI keturunan ini,
bermula pada tanggal 5 Maret 1975, ketika Kepala Daerah DIY yang pada saat itu
diwakili oleh Wakil Kepala DIY yakni Paku Alam VIII mengeluarkan sebuah
Instruksi yang dituangkan dalam Surat No K.898/I/A/1975 mengenai
“Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non
Pribumi” yang berisikan:

“Apabila ada seorang Warganegara Indonesia non Pribumi membeli tanah hak
milik rakyat, hendaknya diproseskan sebagaimana biasa, ialah dengan melalui
pelepasan hak, sehingga tanahnya kembali menjadi tanah Negara yang dikuasi
langsung oleh  Pemerintah Daerah DIY dan kemudian yang
berkepentingan/melepaskan supaya mengajukan permohonan kepada Kepala
Daerah DIY untuk mendapatkan sesuatu hak.”

Munculnya surat Instruksi ini mengakibatkan suatu kondisi bahwa WNI non
pribumi tidak dimungkinkan untuk memiliki hak milik atas tanah di wilayah DIY.
Bagi WNI Non-Pribumi yang telah memiliki hak milik atas tanah sebelum
dikeluarkanya Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah tersebut wajib pula untuk
melepaskan hak miliknya tersebut kepada negara yang dikuasai langsung oleh
Pemerintah Daerah DIY untuk diubah menjadi hak atas tanah lainnya menjadi Hak
Guna Bangunan.

Menurut Jimly Asshidigie, Instruksi dikategorikan sebagai beleidsregels,
yaitu bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk
peraturan perundang-undangan yang biasa. Aturan-aturan kebijakan ini memang
dapat dibuat dalam berbagai macam bentuk dokumen tertulis yang bersifat
membimbing, menuntun, memberi arahan kebijakan, dan mengatur suatu
pelaksanaan tugas dan pekerjaan.*

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut sebagai
UUPA) dimuat beberapa asas yang menjadi dasar dari hukum agraria nasional.®
Asas-asas tersebut sebagai dasar dan harus menjiwai pelaksanaan UUPA dan

pelaksanaannya.® Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang

4 Jimly Asshiddigie, Perihal Perundang-Undangan, (Konstitusi Press, Jakarta, 2006), him.20.

% H. Muchsin, Kebijakan Pertanahan Nasional (Telaah Kritis dalam Perspektif Historis), 262.
(1998)

® R.Soeprapto, Undang-Undang Pokok Agraria dalam Praktek, (Ul Press, Jakarta, 1986), him.17.



angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan
hubungan yang bersifat abadi.” Hubungan ini mengandung arti pengertian selama
rakyat Indonesia masih ada dan bumi, air, ruang angkasa terkadung di dalamnnyaa
masih ada pula, maka dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu
kekuasaan yang dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut.
Undang-undang Pokok Agraria memuat asas-asas, yaitu:
1. Nasionalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
UUPA
2. Asas pada tingkatan tertinggi atas bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk
kekayaan alam yang terkandung didalamnnya yang dikuasai oleh negara,
terdapat dalam Pasal 2 UUPA.
3. Asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas
persatuan bangsa, terdapat dalam Pasal 3 UUPA.
4. Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, terdapat dalam Pasal
6 UUPA.
5. Asas hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas
tanah, terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) UUPA.
6. Asas persamaan bagi setiap warga negara Indonesia, terdapat dalam PAsal
9 ayat (2) UUPA.
7. Asas tata guna tanah, terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 14
UUPA.

Berdasarkan pemaparan diatas, Penulis tertarik untuk meneliti kasus dalam
bentuk Studi Kasus yang berjudul STUDI KASUS TENTANG KEPEMILIKAN
HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA
KETURUNAN NON PRIBUMI BERDASARKAN INSTRUKSI WAKIL
KEPALA DAERAH DIY NOMOR K.898/1/A/1975 DIKAITKAN DENGAN
UUPA (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 179 K/TUN/2017).

" H. Muschin, supra catatan no. 5, hlm.265.
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